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PERATURAN NAGARI TAMBANG
NOMOR : 6 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019

r S : DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
g WALI NAGARI TAMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah
Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan desa

sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada

perencanaan pcmbangunan Kabupaten; '

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
.;dlmaksud pada huruf a, terchn dari Rencana -Pembangunan




10.

12.

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737); :

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
ran Pelaksan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

aran Negara Republik Indonesia

. Tambahan Lembaran Negara




Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
684)

17. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2016 { Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1934);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 — 2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Nagari;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

- e
WALI NAGARI TAMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
NAGARI (RKP Nagari) TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I .,
KETENTUAN UMUM \‘|




Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat

RPJM-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan

yang memuat arah kebijakan Pembangunan Nagari, arah kebijakan

keuangan Nagari, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan,

disertai dengan rencana kerja.

_Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP-Nagari

adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan

penjabaran dari RPJM-Nagari yang memuat rancangan kerangka ekonomi

Nagari, dengan mempertimbangkan  kerangka pendanaan  yang

dimutahirkan, program prioritas Pembangunan Nagari, rencana kerja dan

pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN
adalah LPMN yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

12. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah
anggota masyarakat Nagari yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk
menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat
dan pembangunan partisipatif.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dan selanjutnya disingkat
Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan
secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak
berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan
terkena dampak hasil musyawarah).

14. Kondisi Obyektif Nagari adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang

ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam,

maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain,
keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga,
keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian

L L davs elna epat guna dan sumber daya




BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Nagari

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pembangunan Nagari Tambang Tahun 2019 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan dan Manfaat
D. Proses Penyusunan
E. Sistematika
BAB IIl. GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI
A. Visi — Misi Wali Nagari
. B. Data kemiskinan dan Profil Nagari
' C. Kebijakan Pendapatan Nagari |
D. Kebijakan Belanja Nagari |
E. Kebijakan Pembiayaan Nagari ‘
BAB IIl. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH |
A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Nagari tahun

'xkzim Masalah Berdasarkan Anahsa Keadaan Darurat antara
isi iSiS P litlk knms ekononu dan atau kerusahan




Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta

dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah
Nagari.

BAB IlI
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-NAGARI
Pasal 5

1. Perencanaan pembangunan Nagari disusun berdasarkan hasil kesepakatan
dalam musyawarah Nagari
Tim penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan pagu indikatif nagari
Tim penyusun RKP Nagari melakukan penyelarasan rencana
program/kegiatan yang masuk ke Nagari

4. Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana
_ kegiatan pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
3 . sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari
[ S 5. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar bagi

tim penyusun RKP Nagari dalam menyusun rancangan RKP Nagari.
6. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

w1

a. evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya,
b. _pnontas program, kegiatan, dan anggaran nagari yang dikelola oleh

c “priontas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui
kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga;

~ d. rencana program ggaran. Nagan ya.ng dzkelola oleh




. Setelah menerima rancangan RKP- Nagari, Pemerintahan Nagari
melaksanakan Musrenbang Nagari untuk membahas dan menyepakati
rancangan RKP Nagari.

. Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah nagari, BAMUS Nagari, dan unsur
masyarakat.

. Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat
rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat Nagari

. Setelah dilakukan Musrenbang- Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan (2), maka Pemerintahan Nagari menyelenggarakan rapat paripurna
yang dihadiri oleh BAMUS NAGARI dan Pemerintah Nagari serta LPMN dan
Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BAMUS
NAGARI atas rancangan RKP- Nagari yang dituangkan dalam Peraturan
Nagari.

. Setelan mendapat persetujuan Pemerintahan Nagari sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (6), maka Wali Nagari menetapkan RKP- Nagari,
serta memerintahkan Sekretaris Nagari atau Kepala Urusan yang ditunjuk
untuk mengundangkan dalam Lembaran Nagari.

BAB IV
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-NAGARI

* Pasal 8




" Berdasarkan Peraturan Nagari ini selanjutnya disusun APB Nagari Tahun
Anggaran 2019.

Pasal 12

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Wali Nagari.

(2) Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di ~ Tambang
pada tanggal 16 Oktober 2018




